
QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2OO5

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat :  
'1.

KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUTAIATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

bahvva clengan disererhkannva Asset Badal Pelat'anan Kesehatan Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupater-r Aceh Timur menjacli asset Pemerintah Kota Langsa,

maka ultuk efesiensi clan efektifitas rlalam penvelenggaraan pelal'anan

kesehatan maka rlipanclang perlu menata kembali Susunan Organisasi clan Tata

Kerja Baclal Pela\,'anan Kesehatal Rumah Sakit umun-r Daerah Kota Langsa;

b. bahwa untuk maksucl tersebut perlu diatur clalam suatu Qanun.

Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 
-1.992 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3445);

Unclang-Unclang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Unclang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentartg Pokok-Pokok Kepegawaian (Lemabaran

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tamberheur Lembaran Negara Nomor 3890) ;

Unclang-Undang Nomor M Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999

Nornor IT2,Tantbahan Lembaran Negara Nomor 3MB);

Unclang-Unclang Nomor 3 Tahul 2001 tentang Pembentukan Kota Lalgsa

(Lembaran Negara Tahun 200I Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4110);

U1clurg-Unclang Nomor 18 Tahul2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi

Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(Lenrbaran Negara Tahun 2001 Nomor L1,1, Tambahan Lembaran Neqara

Nomor 4143) ;

2.
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6. Unclang-Unclang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lernbaran Negara Nomor a389);

7. Undang-Undalg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 1)5, Tarnbahal Lernbaran

Negara Nornor 4437) ;

8. Undang-Unclang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Negara Nomor aa3Q;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1191);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerelh (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
.Il, 

Tambahan

Lernbaran Negara Nomor a262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang \Vewenalg Pengangkatan,

Pemindal'ran dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembeiran Negara Nomor a262);

12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan

Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

1.3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik

Pen\.usulan clan Nlateri Nluatan Produk-Procluk Hukum Daerah;

14. Keputusan N,{enteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 200L tentang Bentuk

Produk-Produk Hukum Daerah ;

15. Keputusan N{enteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur

Penvusunan Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahur"r 2002 tentang Susunan

Organisasi clan Tata Keria Rumah Sakit Daerah;

17. Keputusan Nlenteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pecloman

Pengurusan, PertillggLrngjawabarn clan Pengawasan Keuangal Daerah serta

Tata Cara Penr.usunan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penvusunan Perhitungan Alggaran

Per-rdapatan dan Belania Daerah.



Der-tgan Persetr,rjuan Bersarna

DEWAN PER\\'AKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

clar-r

WALIKOTA LANGSA

\IEN{UTUSKAN :

N.Ienetapkan : QANLIN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA BADAN I'ELAYANAN KESEHATAN RUNIAH SAKIT UN,{UIU DAERAH

KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini vang dimaksud clengan:

1. l)aerirh Otouom selaniutnt'a disebut Daerah adalah Daera-h Kota Langsa

7. Pemerintah Daerah adalah \{alikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penvelenggara Pemerintah Daerah ;

3. \Valikota adalah \{alikota Langsa ;

1. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnva clisebut DI'RD adalah

DPRD Kota Langsa;

5. Sekretaris Daerah Kota selanjutnva clisebut Sekretaris Daerah aclalah

Sekretaris Daerah Kota Langsa;

6. Baclan Pelavanan Kesehatal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa

selanjutnva clisebut BPK RSUD Langsa aclalah BPK RSUD Kota Langsa;

7. Direktur BPK RSUD adalah Direktur BPK RSUD Kota Langsa.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

(1) BPK RSLT Daerah Kota Langsa aclalah Lernbaga Teknis Daerah )'ang

memberikan Pelavanan Kesehatan keparla Nlasvarakat, sebagai Pusat

Rujukan dan Pendidikan di Pemerintah Kota Langsa;

(2) BPK RSU Daerah Kota Langsa clipimpin oleh seorang Direktur;

(3) Direktur bertanggung jar,r'ab kepacla Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB I



Pasal 3

BPK RSLI Daerah Kota Langsa mempu$'ai tugas :

a. Ivlelaksanakal upar.a kesehatan secara berclava guna dan berhasil gula

delgan mengutamakan upava penYembuhan, pemulihan 1'ang dilakukan

secara serasi clan terpaclu dengan tidak meninggalkan upava meningkatkan

dan pencegahan serta melaksanakan pusat ruiukan, melaksanakan

penclidikan ternga kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran

dan il:nu keperawatan;

b' I\Ielaksanakan pelavanan kesehatan )'ang bermutu berdasarkan standar

pelayanan rumah sakit dengan menerapkan prinsip profesional dan islami.

Pasal 4

Untuk nenlrslgnggarakan tugas sebagaimana dimaksud pacla pasal 3, BI'K I{SU

Daerah Kota Langsa mempunyai tungsi :

a. Pent'elenggaraan pelavananmedis;

b. Penl'elenggataall pelavanan dan asuhan keperawatan ,

c. Penveleng garaan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan deraiat

kesehatan;

d. l,enyeienggaraan penciiclikan, penciiciikan ciokter spesiaiis dan peiatihan

clalam bidang kesehatan ;

e. Penl.slgnggaraan penelitian clan pengembangan ilmu dan tel.erologi bidang

kesehatan;

f. Penl,slgntgaraan pelayanar-r ntjukan;

g. I'envelenggaraan penunjang meciis ;

h. l 'enveienggaraan Acimirustrasi Umum cian Keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tungsi sebagaimana ciimaksuci pacia pasai 4, BPK RSU

Daerah Kota Langsa mempunyai keweneingan sebagai berikut :

a. Ir'{engelola aclministrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sesuai

dengan peraturan pemndang-undangan vang berlaku;

b. tsekeria sama ciengan lnstitusi I'endiciikan )rang memanlaatkan BI'K I{SU

l)aerah Kota Langsa sebagai lahan praktek;

c. rnlfenvelenggarakan keria sama dengan pihak ketiga clengan berpedomeur

kepada peraturan perundang-undangan vang berlaku ;

c1. N,lemanfaatkan peluang pasar sesuai kemarnpuan dengan tetap melaksanakan

fungsi sosial;

e. N'lelakukan hubungan koorclinatif, fasilitator dengal Dinas Kesehatan eialam

pelaksanaan teknis kesehatan; dan

f Melaksana U^" 
/.



f. \Ielaksanakan tugas-tugas iain vang cliberikan Walikota.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) BPK RSUD Kota Langsa terdiri dari :

a. Direktur;

b. Sekretariat;

c. I3iclang Pelat'anan NIeclis;

d. BiclangKeperawatau;

e. tsidang Penunjang NIeclis;

f . Kelompok Tabatan Fungsional;

g.  Instalasi ;

h. Satuan Pengawas Intem;

i. Der,r'an Penvanfuit.

(2) Bagan Susunan Clrganisasi BPK Rumah Sakit Urnum Daerah Kota Langsa

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagial valg

ticlak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1

Direktur

PasalT

(1) Direktur berkecluclukan dibawah dan bertanggung jar,t'ab lalgsung kepada

Watkota melalui Sekretaris Daerah ;

(2) Direkttu mempunvai hrgas :

a. Nlemimpin clan membina BPK RSUD Kota Langsa clalam melaksanakan

tugas vang ditetapkal berdasarkan perafuran perundang-undangan vang

berlaku clan kebijakan Pemerintah Daereih;

b. N,,Ienviapkan kebijakan umum daerah dibidang pelat'anan kesehatan di

claerah ;

c. Nlenetapkan kebijerkan teknis clibiclang pelavanaur kesehatan di claerah

valg menjadi tanggung jawabn),a sesuai dengan kebijakan umurl \'ang

clitetapkan oieh \{alikota ;

d. N{elakukan kerjasama dengan instansi elan organisasi lain }rar-Ig

rnenvangkut biclang pelavanan kesehatan ;

e. lvlelaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh \{alikota sesuai

clengan biclang tugasnt'a.

varauraf2 
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Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan

pengelolaan;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris vang berada clibawah dan

bertangggung jawab kepada Direktur ;

Pasal 9

Sekretaris mempunvai tugas melakukan kegiatan pen\llsunan program kerja,

rencana strategis jangka penclek deur jangka paniang, pembinaan dan pengelolaan

administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan

masyarakat, pengelolaan kendaraan, penataan arsip, hukum dan

ketatalaksanaan, pelaporan.

Pasal 10

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal9, Sekretaris

mempunl'ai fungsi :

a. Penf iapeur bahan dan pengkoordinasian penvusunan program kegiatan serta

pelaporan serta pembinaan hukum dar-r ketatalaksanaan;

b. Pembinaan clan pengelolaan administrasi umum vang meliputi kepegawaian,

perlengkapao kerumah tanggaan, penataan arsip, dokumentasi, dan

informasi serta hubungan masyarakat ;

c. Pelaksanaan tugas-tugas lairrnva vang diberikan oleh Direktur sesuai dengan

bidang tugasn,va.

Pasal 11

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;

c. Sub Bagian Keuangan.

(2) N{asing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian I'ang berada dibawah dan bertanggullg

jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnva.



(1)

(-:/

Pasal 12

Sub Bagian Umurn mempull\.ai tugas melakukan pengelolaan acln'rinistrasi

umum r.artg meliputi ketatausahaan, surat menvurat, penataan arsip,

perjalanan dinas, perlengkapan, kerumahtanggan dan hubungan

masvarakat serta penvusunirl rencalla strategis clan membuat laporart

lainnr.a;

Sub Bagian Kepegawaian cian Diklat mempunyai tugas melakukal

pengelolaan administrasi kepegawaian dal pengumpulan peraturan

pemnclang-undangan serta pembinaal hukum dan ketatalaksalaal

pelavanan kesehatan, administrasi pendidikan dan pengembangan karir

pegawai, analisis kebutuhan pegawai, mengusulkan kebutuhan pegawai,

rnutasi pegawai, pembinaan disiplin clan keseiahteraan pegawai, analisis

jabatan;

Sub Bagian Keuangan mempun\rai tugas melakukan pengelolaan

aclministrasi keuangan vang meliputi penYusunan anggaran, veri{ikasi

anggaral, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 13

( l) Bidang Pelal'anal \ledis aclalah unsur pelaksanaan teknis clibidiurg

pelavanan medis.

(2) Birlang Pelavanan \{eciis clipimpin oleh seorang Kepala Biclang t'ang beracla

clibawah dan trertanggung iawab kepada Direktur.

Pasal 14

Bidang Pelat'aniur \'Iedis mempunvai tugas melakukan bimbingau

penvelenggara medis rawat jalan dan gawat darurat, pelavanan meclis rawat

inap, intensil clan bednh sentral, informasi pemasarau sosiaf upava mjukan clan

instalasi-instalasi serta melakukan pengelolaan clata dan rekam meclis.

Pasal 15

Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksucl dalarn Pasal 14, Bidang

Pelaviuran Nleclis mempun\rai fungsi :

a. Penr-usunan kebutuhan tenaga dan fasilitas pelavanan medis;

b. Penvusuual c'lan pent'ecliaan fasilitas pelat'anan meclis;

c. Pengkoorclinasian pelaksanaan pelavalan rneclis;

tl. Pelaksanaon f...

(3)



e.

f .

cl. Pelaksanaan pengawasan

penanggulangan pasien;

dan pengendalian penerimaan clan

Penviapiur bahan rekam medis serta pengelolaan data pelavanan kesehatan;

Pelaksanaan pengawasan dan pengencialian penggunaan fasilitas serta

kegiatan pelayanan rnedis;

Pelaksanaan tugas-tugas lainnya vang cliberikan oleh Direktur sesuai clengan

bidang tugasnva.

Pasal 16

(1) Bidang Pelayanan Nlec{is tercliri dari :

a. Sub Bidang Pelayalan N,Iedis Rawat Jalan dan Rawat Inap;

b. Sub Bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;

c. Sub Bidang Rekam Medis dan Pengolahan Data.

(2) lVlasnrg-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) dipimpilr

oieh seorang Kepala Sub Bidang dan krstalasi vang berada ciibawah cian

bertanggung fawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnva.

PasallT

Sub Bidang Pelayanan ivledis Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunvai

tugas mengkoorciinasikan semua kegiatan dan kebutuhan unit-unit

pelavanan rawat jalan dan rawat inap, melakukan pemantauan pengawasan

penggunaan fasilitas Unit Rawat Jalalr dan Rawat Inap;

Sub Bidang Pelavanan NIedis Rawat Darurat h'rtensif dan Bedah Sentral

mempunvai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan unit-

unit pelaVanan Rawat Derurat, Intensif dan Bedah Sentral. Nlelakukan

pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas Unit Rawat Darurat,

Intensif dan Bedah Sentral;

(3) Sub Bidang Rekam lv{edis dan Pengolahan Data mempunvai tugas

melalukan pengumpulan dan pengelolalan data serta rekam medis

keperawatan dan visum et repertum.

Paragraf 4

Bidang Keperawatan

Pasal 18

Bidang Keperawatan aclalah unsur pelaksana teknis clibidang perawatan;

Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan berteinggung iawab kepada Direktur.

o
b '

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasat 19/'



Pasal 19

Biclang Keperau.atan lnempunr-ai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan

asuhal dan pelar.anan keperau'atan clan logistik serta penga\4'asan etika profesi

keperar,r'atan.

Pasal 20

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam pasal 19, Bidar"rg

Keperawatan mempunvai fungsi :

a. Pelaksanaan penvusunan program keperawatan rawat inap, rart'at clarurat,

asuhan keperawatan, rawat inap, intensif, beclah sentral, etika profesi

keperawatan dan logistik keperawatar-t;

|r. Pe1\'usunan standart asuhan keperawatan, etika profesi keperawatan clan

logistik keperar,r'atan;

c. Pelaksanaan pemantauary penga\ /asan, penilaian pelaksanaan kegiatan

keperawatan rawat jalan, rawat darurat, asuhan keperawatan rawat inap,

intensil, beclah sentral, etika profesi keperawatan, mutu keperawatan clan

tenaga keperawatan;

cl. Pengkoorc'linasian pengusulan penempatan tenaga keperawatan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnva vang diberikan oleh Kepala Baclan sesuai

clengan biclang tugasnva.

Pasal 21

Bidang Keperawatan terdiri dari :

a. Sub Bidang Rawat Jalzur dan Rawat Inap;

b. Sub Biclang Rawat Darurat, h-rtensif, Beclerh Sentral clan Etika Profesi;

c. Sub Bidang Logistik Keperawatan.

1\'lasing-rnasing sub biciang sebagairnana dimaksucl pacla a\.at (1) dipittlpin

oleh Kepala Sub Biclang I'ang berada dibawah dan bertanggung ialn'ab

kepacla Kepala Biclarlg Keperawatan sesuai clengan biclalg tugasnva.

Pasal22

Sub Biclang Rawat Jalan, Ran'at Inap mempunr.ai tugas mettt'iapkan bahan

bimbingan pelaksanaan asuhan dan psl21.2nan keperawatan pada unit rawat

jalan clan ravvat inap ;

Sub Biclang Rart'at Darurat, Instensil, Bedah Sentral clan Etika Profesi

mempunvai tugas menviapkan bahan pelavanan rar,lrat darurat, intensif dan

beclah sentral serta pelaksanaan etika profesi;

(3) SuLt../-..
I

( 1 )

(2)

( l )

(2 )



(3) Sub Bidang Logistik Keperawatan melnpunyai tugas menf iapkan bahan

bimbingan pelaksanaan kebutuhan iogistik asuhan dan peiavanan

keperawatan serta pemaniauan, pengawasan clan peniiaian kegiaian cian

pelavanan keperawatan.

(r)

(2)

Paragraf 5

Bidang Penunjang Medis

Pasai 23

Bidang Penunjang lv{edis adalah unsur pelaksana teknis

medis.

Bidang Penunjang Niedis dipimpin oieh seorang Kepala

cian bertanggung jawab kepada Direktur.

dibidang penunjang

Bidang vang beracla

Pasal 24

Bidang Penunjang r\,iedis mempunyai tugas melakukan penr,iapan bahan

penunjang medis, penelitian/pengembangan dan kebutuhan pelat'anan

informasi/promosi serta upaya rujukan pasien.

Pasal 25

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pacla Pasal 20, Bidang

Penunjang Meciis mempunyai fungsi :

a. Penlmsunan kebutuhan penunjang medis;

b. Pengkoordinasian peiaksanaan penuniang meciis;

c. Penvusunan dan penyediaan penunjang medis;

cl. Pelaksanaan kegiatarr penelitian dan pengembangan medis;

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi/promosi dan upava rr.iukan pasien;

f. Peiaksanaan rugas-tugas dinas iairurl'a )'ang cliberikan Direkrur sesuai dengan

bidang tugasnva.

Pasal 26

Bidang Penunjang N'Iedis terdiri dari :

a. Sub Bidang Penunjang Medis;

b. Sub Bidang Penelitian cian Pengembangan;

c. Sub Biciang InformasilPromosi dan Upaya Ruiukan;

N{asing-masing Sub Biciang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bidang yemg berada dibawah clan bertanggung

jawab pada Kepala Bidang Penunjang lvfedis sesuai dengar-r bidang tugasnva.

(1 )

\/)

Pasat 27..f-...



Pasal2T

(1) Sub tsidang Penunjang NIedis mempunvai tugas mengkoordinasikan semua

ketrutuhan Instalasi Rarliologr, Rehabilitasi Nledis, Patologi Klfurik tlan

Patologi Anatorni, Instalasi Farmasi, Cizi, Sentral Sterilation Suplh-

Departrnent, Pemulasaran Jenazah'

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempull\'ai tugas melakukan

trirnbir.rgan clan penviapan bahan koordinasi kebutuhan penelitian clian

pengembangan dengan melakukan bimbingan pelaksanaan, pemantauan,

pelgawasan clan penilaian kegiatan penelitian clan pengembar-rgan pelavanan

kesehatan serta manajemen rumah sakit.

(3) Sub Biclang Inlorrnasi/Promosi clan Upaya Ruiukan mempunvai tugas

mengkoordinasikan, n'relakukan dan mempersiapkan semua kebutuhan

pelavanan inlormasi/promosi dan upava rujukan terhaclap pasien.

Paragraf 6

Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelon-rpok Jabatan Fungsional rnempunvai tugas melakukan sebagian tugas BPK

RSLID sesuai dengan bidang keahlian masing-masing'

Pasal29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud clalam pasai 28 tercliri

clari komite meclis, sterl meclis fungsional clan fur-rgsional keperawatan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada avat (1) dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior vang clitunjuk oleh \Valikota clan

bertanggung jawab kepada Kepala Baclal.

(3) lenis clan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pacla ar-at (1)

diatur berclasarkan peraturan perunclang-perunclangan vang berlaku.

Paragraf 7

Instalasi

Pasal 30

(1) Instalasi merupakan fasilitas penvelenggaraan pelavaniur medis dan

keperau,atan pelar.anan per-ruljang meclis, kegiatan penelitian tlan

pengembangan, pelatihan cian penvuluhan kesehatan mas\.arakat Rumah

Sakit  Umum;

(2) lnstalasi clipimpin oleh seorang kepala rlalam jabatan norr str-uktural clan

berada clibawah clan bertanggung jawab kepacla Direktur melalui Kepala

Biclang Tel.eris masing-masing instalasi trerseurgkutal.



Pasal 31

Kepala Instalasi mempun\.ai tugas menviapkan fasilitas pelavanan kesehatan

rnenumt biclangrva masing-rnasing.

Pasal 32

(1) Instalasi terdiri dari:

a. Instalasi Rawat Jalan;

b. Instalasi Rawat Inap;

(--. Instalas Gawat Darurat;

d. Instalasi Rawat Intensif ;

e. Instalasi Bedah Sentral;

f . h'rstalasi Racliologi;

g Irrstalasi  Farntasi  ;

h .  Ins ta las i  G iz i ;

i. Instalasi Rehabilitasi l\{eciis ;

j. Instalasi Patologi Klinik ;

k. Instaiasi Patologi Anatomi;

L lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;

rn. Instalasi Pemulasaran Jenazalr ;

(2) Perubahan jumlalr dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai

clengan peraturan perundang-undangan r-ang berlaku.

Pasal 33

Instalasi llarn'at Jalan mempunl'ai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatary

perawatan, pencegahan akibat penvakit dan peningkatan pemulihan

kesehatan untuk penclerita rawat ialar serta melaksanakern ruiukan ke

instalasi pelavanan kesehatan baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit

Urnuu;

Instalasi Rawat Inap mempunvai tugas melaksanakan diagrosa, pengobatall

perawatan, ;rencegahan penvakit akil-rat penvakit dan peningkatal pemulihan

kesehatan baik c1i clalam maupun cli luar rumah sakit umum;

Instalasi Gawat Darurat mempunvai bugas melaksanakau pelat'anan \:ang

rneliputi cliagrosa, pengobatan, perar,r'atan, pencegarhaur akibat penvakit rlan

peningkatan pemulihan kesehatan I'alg bersifat damrat dal melakukan

kegiatan pelavanan penvelamatan jiwa vang tepat waktu dan tepat tindakan ;

Instalasi Rawat Intensif mempun\rai tugas melaksanakan diagnosa,

pengobatan, perawatan secara intensif, rehabilitasi, pencegahan akitrat

penvakit dan peningkatan pemulihan kesehatan ;

( 1 )

/ ? \

(3)

(4)



(5) Instalasi Beclah Sentral mempul-rvai tugas melaksanakan diagnosa,

pembeclahan, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat

peru.akit dan per-rirrgkatan pemulihan kesehatan ;

(6) Instalasi Radiologi mempun\.ai tugas-tugas melaksanakan pelavanan

racliologi yang meliputi cliagnosa, pengolratan, perawatan, pencegahal

akibat penvakit dan peningkatan pemulihal kesehatan;

(7) Instalasi Farmasi mempunl'ai tugas melaksanakan kegiatan procluksi,

peracikal, penvimpanan clan pendistribusian obat-obatan, gas medis, bahan

kimia dan alat kesehatan serta penvediaan alat kedokteran dan kegiatan

pelavanan sterilisasi ;

(8) h'rstalasi Gizi mempunvai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan,

penvediaan penvaluran rnakanan, penyuluhan konsultasi dan terapi gizi;

(9) lnstalasi Rehabilitasi NIedis mempun\/ai hrgas melakukan upa\,-a pemulihan

kesehatan yang meliputi pelavanan fisioteraphi, astetik, prostetik, terapi

wicara, terapi psikologi, terapi kerja dan terapi sosial;

(10) Instalasi Patologi Klinik mempunvai tugas melaksanakan pelavanan

pemeriksaan clarah, urirte, laeses clan cairan tubuh;

(11) Instalasi Patologi Anatomi mempunvai tugas melaksanakan pelavanan

pemeriksaan jaringan tubuh ultuk keperluan diagnosa dan terapi;

(12) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunt'ai tugas melakukal

kegiatan pemelilraraan bangunan, peralatan listrik, elektromeclik, racliologr,

air rninum, air panas, listrik gas medis, gas teknik, pembuangan sampah

clan cairan buangan alat angkut serta sandang;

(13) Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunvai tugas melakukan kegiatan

pengurusan jenazah, pemeriksaan ienazah dan administrasi visum;

(11) Instalasi Tata Usaha Rawat Inap Pasien memPunyai tugas melakukan

kegiatan ketatausahaan pasien masuk, pindah pulang vang tercliri deLri

unsur rekam rnedis, balrk, akuntansi, keuangan clan pelar.anan informasi

pasien.

Paragraf 8

Dewan Penyantun

Pasal 3

Dewan Penvantul adalah Kelompok Pengarah/Penasehat )'ang

keanggotaarulva tercliri clari unsur Pemerintah Daerah clan Tokoh Nlasvarakat

Dewan Penvantun rnengarahkan Direktur clalam melaksanakan misi BPK

RSUD Kota Langsa dengan mernperhatikan kebijaksanaan vang clitetapkan

oleh Pemerintah Daerah ;

(1 )

(2)



(3) Der,r'an Penr.antun ditetapkan oleh l{alikota melalui BPK RSUD Langsa

untuk masa keria 3 (tiga) tahun.

Paragraf 9

Satuan Pengawas Intern

Pasal 35

(1) Satuan Pengawas Intem ac{alah kelompok fungsional }'ang bertugas

melaksar-nkan pengarf'as€rn terhaclap pengelolaan sumberclava BPK RSUD

Kota Langsa.

(2) Satuan Pengart'as Intern beracla rlibar,r'ah clan bertanggullg jalt'ab kepada

l)irektur.

(3) Safuan Pengawas Intem ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga)

tahun.

BAB III

SUMBER DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA RUMAH SAKIT

Pasal 36

Sumber dana BPK RSUD Kota Langsa berasal dari pemerintah, Pemerinterl'r

Kota Langsa, sumbangan dari pihak ketiga darr pendapatan fungsional Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

Pasal 37

( l) Setiap Tahun Anggaran, Direktur BPK RSUD Kota Langsa mengajukan

llencana Anggaran Satuan Kerja (R\SK) r.ang memuat rellcalla penerimaan

dan rencana pengeluar€u1 secara rinci diur akuntabel ultuk satu tahun

anggaran;

(2) Rencana Anggaran Satuan Keria (RASK) climaksud pacla avat (1) pasal irri

didasarkan pada RENSTRAPEDA vang telah ditetapkal cian dilaksanakan

seL-ara terkonsoliciasi altara semua sumber pembiat'aan ;

(3) Rencana penerimaan rlan pengeluaran sebagaimar-ra dimaksud pada avat (1)

clan ar-at (2) disusun rlalam ienis kegiatan sesuai tlengan aturan vang berlaku

dan disampaikan kepada \{alikota Langsa melalui Sekretaris Daerah

seiambat-lambahrva 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai;

(4) Iumlah Anggaran r.ang tercantum dalam Renc-ana Anggaran Satua Keria

(R{SK) \'ang telah menclapat pengesahan \\Ialikota rnerupakan target

penerintaiul clan batas tertinggi masing-masilrg pengeluaran Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Langsa.

Pasat 3s./...



(1)

Pasal 38

Pengeluaran Fungsional BPK RSUD Kota Liurgsa digunakar-r ultuk

rnembiavai:

a. KegiatanOperasional;

b. Kegiatan Pemeliharaan;

c. Peningkatan Sumber Dava lv{anusia;

cl. Pemberian Perangsang (Insentif Kesejahteraan Karvawal).

Pengeluaran Dana sebagaimana dimaksud pada ar,.at (1) harts sesuai tlengan

Rencana Arggaran Satuan Keria vang telah disahkan oleh \\ralikota Langsa.

Dalam keadaan darurat Direktur diberi wewenang utuk melakukan

pengadaeur barang-barang kebutuhal operasional secara langsung sesuai

dengan kebutuhan dan biava tersebut tidak termasuk dalam rencana vang,

telah clisusun;

Dalam pelaksanaan sebagaimana vang climaksud pada avat (3), selambat-

lambah-rva 1 (satu) bulan terhitung tanggal transaksi, Direktur harus

membuat laporan pertanggungjawaban kepacla Bagian Keuangan Sekda

Kota Langsa untuk mendapat pengesahan.

Pasal 39

Setiap akhir tahun Anggaran Direktur BPK RSUD Kota Langsa menvampaikan

laporan tentang pelaksanaan BPK RSUD Kota Langsa kepada lValikota Langsa.

BAB IV

PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal 40

BPK RSLrD Kota Langsa clalam rangka upava peningkatan pela\.anan kepada

masyarakat clalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atas clasar

saling menguntungkan.

Hasil keuntungan dari keria sama dengan pihak ketiga sebagaimana

dimaksud pada ar,'at (1 ) merupakan penerimaan fungsional.

Kerja sama dengal pihak ketiga sebagaimana ciimaksucl pada avat (1) ticle&

boleh menvimpang atau bertentalgan dengan tugas pokok BPK-RSUD Kota

Langsa.

Bentuk, svarat, prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan

perundaurg-undangan varlg berlaku.

/')\

(3)

(1)

(1)

(2)

/? \

(1)



Pasal 41

Untuk mendukung kegiatan BPK RSUD Kota Langsa dalam mencapai maksud

dan tujuan:

a. Berhak menerima pemba.varan dari hasil jasa pelavanan, pendidikan clan

penelitian dibidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;

b. Penerimaan yang diperoleh sebagai imbaleur jasa vang diberikan Rumah Sakit

dan usaha lain , merupakan penerimaan negara bukan Paiak (PNBP) ;

c. Penerimaan hibah sesuai clengan peraturan perundang-unclangan )'ang

berlaku.

BAB V

PEMBINAAN. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal42

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPK RSLID Kota Langsa, diadakan

pembinaan terhadap kegiatan pelayaman clan penata usahaan.

(2) Pembinaan dilakukan oleh Tim Dewan Penvantun'

(3) Tugas clan keanggotaan Tim Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pacla

ar.'at (2) ditetapkanlebih laniut dengan Keputusan Walikota Langsa.

BAB VI

PELAYANAN ISLAMI

Pasal 43

Semua tindakan lr4edik dan Pela,vanan Asuhan Keperawatan t'ang dilaksanakan

oleh BPK RSUD Kota Langsa dilaksanakan clengan menganut prinsip-prinsip

vang Islami.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal t[4

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;

(2) Unsur- unsur lain dilingkungan BPK RSU Daerah Kota Langsa diangkat clan

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari

r,t'alikota dengan memperhatikan usul dari Direktur vdng bersangkutan.

Pasal 45

Jenjang kepangkatan dan Formasi kepegawaian clitetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan vang berlaku



Pasal 46

Eselon Jabatan pada BPK RSUD Kota Langsa adalah sebagai berikut :

a. Direktur Eselon llb

b. Sekretaris Eselon IIIa

c. Kepala Bidalg Eselon IIIa

d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Eselon IVa

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal47

(1) Dalam melaksanakan tugasnva Direktur, Sekretaris, Kepal,a Bidang, Kepala

Sub Bagian clan Kepala Sub Biclang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di

lingkungan Bac{an dan diluar Badan sesuai dengan tugasnva masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan badan wajib melaksarrakan

pengawasan melekat.

Pasal 48

Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnt'a karena berhalangan,

maka Walikota menurjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk

mewakilinva dengan memperhatikan senioritas dan kwalitasnva.

Dalam hal Sekretaris dan Kepala Biclang lainnva tidak clapat menjalankan

tugasnva karena berhalangary maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala

Sub Bagfurn atau Kepala Sub Bidang menurut bidang tugasnya rnasing-masing

untuk mewakilin-va dengan memperhatikan senioritas dan kwalitasnva.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Segala biava yang cliperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPK RSUD Langsa

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa

clan sumber-sumber lain vang sah dan tidak rnengikat.

Pasal 50

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatein pada BPK RSUD Kota Langsa clitetapkan

dengan Qanun Kota Langsa.

( l )

(2)

B^Bx.r..



BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan clari Qanun ini, maka segala

ketentuarn yang acla rlinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal r'ang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan

Peraturan Walikota separnjang mengenai peraturan pelaksanaan dengeLn

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 53

Dengan berlakunva Qanun ini maka segala ketentuan vang bertentangan dengan

Qanun ini dinvatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kota Langsa'

Disahkan di Langsa
Dada tanssal 23 September 2005 \l

19 St'a'ban 1'426}{

WALIKOTA LANGSA,

Diundangkan di Langsa
pada tanggal23 September 2005 N{

19 Sva'ban 1'426}{

UF YAH

SEKBGTARIS DAERAH,

AIDI A. GAN
PEN,{BINA UTAMA ]\fUDA

NIP. 130 525 0'15

LEN,TBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO5 NON,{OR 11 SERI D
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